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KEPMEN ESDM NO. 61 K/12/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 5 HLM 

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG 
HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

  
Abstrak :    - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan 

Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, 
Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 
Tabung 3 Kilogram dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 126 
Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan 
Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan 
Kecil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 
Kilogram Tahun Anggaran 2019. 

-    Dasar Hukum Kepmen ini adalah: 
UU No. 22 Th 2001; UU No. 12 Th 2018; PP No. 36 Th 2004 jo PP 
No. 30 Th 2009; Perpres No. 104 Th 2007; Perpres No. 68 Th 2015 jo 
Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 126 Th 2015; Permen ESDM 
No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2018. 

- Kepmen ini mengatur mengenai : 
Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 
Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut Harga Patokan LPG Tabung 
3 Kg ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar Liquefied Petroleum 
Gas Tabung 3 Kg (HIP LPG Tabung 3 Kg) yang berlaku pada bulan 
yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk penanganan) 
dan margin. 

Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg tersebut di atas ditetapkan 103,85% 
(seratus tiga koma delapan puluh lima persen) HIP LPG Tabung 3 Kg 
+ US$ 50,11/MT (lima puluh koma sebelas dollar Amerika Serikat per 
metrik ton) + Rp 1.879,00/kg (seribu delapan ratus tujuh puluh 
sembilan rupiah per kilogram). 

Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg tersebut digunakan sebagai dasar 
perhitungan harga patokan untuk setiap kilogram Liquefied Petroleum 
Gas Tabung 3 Kg (LPG Tabung 3 Kg). 

 
 

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut 
sejak tanggal 1 Januari 2019. 

- Ditetapkan di Jakarta, 2 April 2019. 


